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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang
: 
a. 
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004;

b. 
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 dan dalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggungjawab, dan netral, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai Negei Sipil Tahun Anggaran 2004 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;

8. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004;

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal  1

Pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal  2

Pedoman pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

Pasal 3

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.

Pasal  4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2004

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

HARDIJANTO

LAMPIRAN  I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN

 
KEPEGAWAIAN NEGARA

 
NOMOR
:  35 TAHUN 2004

 
TANGGAL
:  15 SEPTEMBER 2004

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004, ditentukan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Tahun Anggaran 2004 dilaksanakan sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) orang, dengan rincian :

a. Dosen dan Guru sebanyak 208.000 (dua ratus delapan ribu) orang;

b. Tenaga Kesehatan sebanyak 42.000 (empat puluh dua ribu) orang; dan

c. Tenaga Strategis lainnya sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) orang.

2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan secara obyektif, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

B. TUJUAN

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait dalam melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.
2. Memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.

3. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004 ini, meliputi :

1. Perencanaan dan persiapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

3. Pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Identitas Pegawai sampai dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.

E. 
PRINSIP PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, dan terbuka, yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

2. Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia (Televisi, Radio, Surat Kabar, papan pengumuman).

3. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun.

4. Seleksi dilakukan secara objektif, terbuka/transparan, dan serentak di seluruh Indonesia.

5. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Materi seleksi memakai standar nasional.

7. Hasil seleksi diolah dengan komputer dan penetapan lulus dan diterima dinyatakan secara terbuka.

II.
PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. 
Pembentukan Kepanitiaan

a. Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas melalui seleksi/penyaringan yang lebih obyektif, maka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional dibentuk kepanitiaan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan pengorganisasian sebagai berikut :

1) Tim Pengarah Nasional, dengan susunan keanggotaan :

a) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua merangkap Anggota;

b) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

c) Menteri Keuangan, sebagai Anggota;

d) Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Tim Pengarah Nasional mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan strategi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tim Kerja Kepegawaian, dengan susunan keanggotaan antara lain :

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Ketua merangkap Anggota;

b) Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai Anggota;

c) Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, sebagai Anggota;

d) Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, sebagai Anggota;

e) Sekretaris Jenderal Departemen Agama, sebagai Anggota;

f) Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota;

g) Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Anggota;

h) Deputi III Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Anggota;

Tim Kerja Kepegawaian mempunyai tugas :

a)
membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam :

(1) Menyusun penghitungan alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil;

(2) Mempersiapkan pertimbangan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

(3) Membuat pedoman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

b) Menyiapkan materi ujian untuk tenaga dosen, guru, tenaga kesehatan dan tenaga strategis lainnya;

c) Melakukan sosialisasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Untuk melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan.

c. Panitia Seleksi Instansi Pusat bertugas menyiapkan dan melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun panduan penyelenggaraan pengadaan/seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. 

d. Panitia Seleksi Propinsi/Kabupaten/Kota bertugas menyiapkan dan melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun panduan penyelenggaraan pengadaan/seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

e. Panitia Seleksi Instansi Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil agar berkoordinasi dengan Tim Kerja Kepegawaian.

f. Susunan kepanitiaan seleksi instansi Pusat dan Propinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yaitu :

1) Seorang Ketua merangkap Anggota;

2) Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

3) Seorang Anggota atau lebih.

g. Apabila panitia seleksi jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

h. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi panitia harus dipilih yang berkompeten dan melibatkan unit yang terkait.

i. Tugas panitia seleksi yaitu :

1) Menyiapkan jadual kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2) Menyiapkan naskah panduan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

3) Menyiapkan pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

4) Meminta bahan seleksi yang telah disiapkan oleh Tim Kerja Kepegawaian;

5) Menyiapkan sarana dan prasarana;

6) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

7) Menerima dan menyeleksi berkas-berkas lamaran;

8) Memanggil pelamar yang memenuhi syarat dan memberikan nomor peserta seleksi;

9) Melaksanakan seleksi;

10) Memeriksa dan menilai hasil seleksi bersama-sama dengan Tim Kerja Kepegawaian;

11) Menyusun rangking nilai hasil seleksi;

12) Menyampaikan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan penentuan yang lulus dan diterima;

13) Membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan pejabat terkait.

2. Penyusunan jadual kegiatan

a. Jadual kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan sebagai berikut :

	NO
	KEGIATAN
	WAKTU

	1
	2
	3

	1.
	Pemberian pertimbangan Kepala Badan Kepegawai-an Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah


	Selambat-lambat-nya disampaikan Minggu Ketiga bulan September 2004.

	2.
	Penetapan dan persetujuan formasi, ditetapkan/ disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
	Minggu Keempat bulan September 2004.

	3.
	Penyampaian formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kepada masing-masing Instansi Pusat dan Daerah.
	Selambat-lambatnya tanggal 27 September 2004.

	4.
	Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tentang formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.


	Ditetapkan selambat- lambatnya tanggal 3 Oktober 2004.

	5.
	Penyiapan materi ujian 


	Selambat-lambat-nya tanggal 25 September 2004.

	6.
	Penggandaan materi ujian 


	Sejak tanggal 26 September sam-pai dengan 25 Oktober 2004.

	7.
	Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi administratif 


	Dilakukan mulai tanggal 10 Okto-ber sampai dengan 25 Oktober 2004.

	8.
	Pendistribusian materi ujian dari Tim Kerja Kepegawaian kepada instansi penyelenggara 


	Sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan 2 Nopember 2004.

	9.
	Persiapan pendistribusian materi ujian oleh panitia instansi penyelenggara ke lokasi.
	Tanggal  3 s/d 5 Nopember 2004.

	10.
	Pelaksanaan seleksi/ujian Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara serentak.
	Tanggal 6 No-pember 2004.

	11.
	Pelaksanaan proses pemeriksaan lembaran jawaban hasil seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil 


	Sejak tanggal 8 Nopember sampai dengan 28 Nopember 2004.

	12.
	Pengumuman hasil seleksi/ujian, 


	Dilakukan selambat - lambatnya tanggal 30 Nopember 2004.

	13.
	Melengkapi berkas lamaran bagi mereka yang dinyatakan lulus dan diterima serta penyampaian usul penetapan NIP ke Badan Kepegawaian Negara.
	Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.

	14.
	Penetapan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.


	Dilakukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sete-lah diterimanya penetapan NIP.


b. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia instansi menyusun jadual yang lebih rinci setiap kegiatan, antara lain meliputi waktu, tempat, serta pelaksana dan penanggungjawabnya.

3. Sarana dan prasarana

a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi harus sesuai dengan yang dibutuhkan, baik jenis, jumlah, dan kapasitasnya.

b. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  agar disiapkan dengan lengkap.

4. Materi ujian.

a. Materi ujian adalah materi yang diujikan kepada setiap pelamar menyangkut aspek kompetensi yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian yang meliputi unsur emosi, temperamen, respon, dan unsur kepribadian lainnya yang terkait dengan karakter pekerjaan/jabatan yang akan diisi.

b. Jenis materi ujian

1) Test materi ujian pengetahuan umum, meliputi :

a) Bahasa Indonesia;

b) Pancasila;

c) Tata Negara;

d) Sejarah;

e) Kebijakan Pemerintah.

2) Test Bakat Skolastik (TBS) 

TBS digunakan untuk mengukur potensi seseorang dalam belajar berdasarkan penalaran verbal, penalaran kuantitatif dan penalaran analisis. Seseorang yang memiliki skor TBS tinggi diasumsikan akan sukses belajar apabila diberi peluang untuk belajar.

3) Test Pengetahuan Substansi

Test ini berupa test pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi khusus yang dibutuhkan untuk jabatan yang bersangkutan. Dalam hal ini, test pengetahuan subtansi untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang lain. 

4) Test Khusus Bahasa Inggris

Materi ini diujikan dalam rangka memperoleh pegawai yang mampu berbahasa Inggris.

5) Test Pengetahuan Lainnya

Materi test pengetahuan lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan tenaga yang menuntut keterampilan lainnya, seperti operator komputer menuntut keterampilan komputer atau untuk pekerjaan/ jabatan tertentu menuntut kemampuan berbahasa asing.

c. Materi test pengetahuan umum, test bakat skolastik, dan test bahasa Inggris disiapkan oleh Tim Kerja Kepegawaian. Sedangkan test substantif (khusus) disiapkan oleh masing-masing Panitia Seleksi yang disiapkan oleh masing-masing Instansi yang secara teknis membidangi.

Contoh :

1) Materi test untuk seleksi tenaga Penyuluh Pertanian, disiapkan oleh Departemen Pertanian;

2) Materi test untuk seleksi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja, disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri.

d. Master soal, penggandaan dan penyimpanannya sampai distribusi-nya harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, jangan sampai terjadi kebocoran. Demikian pula kunci jawabannya.  

B.  PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. 
Penetapan Formasi dan Pengumuman Penerimaan

a. Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

c. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya persetujuan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

d. Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memuat lowongan jabatan, persyaratan pelamar, waktu, alamat lamaran ditujukan harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

e. Pengumuman harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dan batas waktu penutupan paling cepat 7 hari sejak penerimaan lamaran.

f.   Syarat usia dan pendidikan dalam pengumuman agar dijelaskan sebagai berikut :

1) Usia untuk dapat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil;

a) Usia sekurang-kurangnya 18 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun.

b) Bagi yang akan diangkat dengan usia di atas 35 tahun dan tidak boleh lebih dari 40 tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan selektif harus memenuhi ketentuan :

(1) Telah mengabdi pada instansi pemerintah Pusat/Daerah minimal 5 tahun secara terus menerus sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002.

(2) Masih melaksanakan tugas pada instansi pemerintah tersebut;

c) Penentuan batas usia sekurang-kurangnya dan setinggi-tingginya tersebut dihitung sampai dengan terhitung mulai tanggal berlakunya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Tanggal mulai berlakunya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2004 terakhir adalah tanggal 1 Desember 2004.

2) 
Pendidikan/Ijazah :

a) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional, dan yang dari sekolah/perguruan tinggi keagamaan di luar negeri harus telah mendapat pengesahan/ penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Agama.

b) Untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional harus dimintakan tambahan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.

g. Media pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui media elektronik, media cetak, atau bentuk lain yang memungkinkan.

2. 
Penerimaan dan pemeriksaan berkas lamaran

a. Setiap lamaran harus ditulis dan ditandatangi sendiri oleh pelamar;

b. Setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar;

c. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai dengan hari, tanggal, dan bulan yang ditentukan dalam pengumuman penerimaan;

b. Untuk memudahkan penerimaan lamaran, maka tempat penerimaan lamaran diatur sesuai jenis tenaga dan jenjang pendidikan yang dilamar;

c. Pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas lamaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pengumuman;

d. Pemilahan berkas lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkasnya belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda;

e. Pengembalian berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat kepada pelamar yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan-alasannya;

f.   Penyusunan daftar nama pelamar yang memenuhi syarat.

3. 
Pemanggilan pelamar yang berkas lamaran memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi atau penyaringan

a. Berkas lamaran yang memenuhi syarat diberikan nomor/tanda peserta seleksi dan dilakukan pemanggilan secara tertulis baik melalui surat, media elektronik atau media cetak;

b. Memberikan informasi kepada perserta mengenai lokasi ujian, waktu ujian, dan peralatan yang harus dipersiapkan.

4. 
Pelaksanaan seleksi atau penyaringan

a. Dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil materi ujian/ test pengetahuan umum, test bakat skolastik, dan Bahasa Inggris disiapkan oleh Tim Kerja Kepegawaian. Sedangkan test substantif  (khusus) disiapkan oleh masing-masing Instansi yang secara teknis membidangi dan dikoordinir oleh Tim Kerja Kepegawaian.

b. Dalam pelaksanaan seleksi harus dijamin ketertiban dan keamanannya.

c. Pengecekan identitas peserta seleksi dan pengisian daftar hadir; Apabila ditemukan peserta seleksi yang bukan pelamar, dinyatakan gugur.

d. Pembukaan amplop naskah seleksi, dan pembagian naskah seleksi kepada peserta seleksi harus disaksikan oleh 3 (tiga) orang peserta seleksi dan pihak keamanan apabila diperlukan;

e. Panitia seleksi wajib membacakan tata tertib peserta ujian;

f. Lembar jawaban yang telah dikumpulkan dicek apakah sudah sesuai dengan jumlah peserta, selanjutnya dimasukkan dalam amplop baru dan disegel.

5. 
Pemeriksaan hasil ujian

a. Untuk menjamin obyektivitas dalam penilaian, pemeriksaan dilakukan dengan komputer;

b. Pemeriksaan lembar jawaban hasil seleksi dilakukan oleh Tim Kerja Kepegawaian dan disaksikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

6. Penyusunan rangking nilai

a. Setelah semua dilakukan pemeriksaan dan penilaian, selanjutnya disusun ranking (urutan) nilai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang dikelompokan menurut materi seleksi dan sesuai jenis lowongan pekerjaan/jabatan;

b. Daftar ranking nilai tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pejabat   Pembina Kepegawaian, disertai saran dan pertimbangan mengenai pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sesuai standar kelulusan dan jumlah lowongan formasi yang telah ditetapkan.

c. Daftar rangking nilai sebagaimana tersebut di atas ditandatangani oleh Sub Tim Seleksi (TKK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. 

7. 
Penentuan kelulusan dan yang diterima

a. Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar ranking nilai peserta ujian dari Tim Kerja Kepegawaian, menetapkan nama pelamar dan nomor seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan standar kelulusan dan jumlah lowongan formasi yang telah ditetapkan, sesuai urutan ranking nilainya.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nama pelamar dan nomor peserta seleksi yang ditetapkan diterima melalui media masa baik media elektronik, media cetak, dan atau dalam media lainnya.

Apabila ada peserta yang telah ditetapkan dan diterima dan kemudian mengundurkan diri atau sebab-sebab lain, maka digantikan oleh peserta rangking dengan nilai yang memenuhi stadar kelulusan di bawahnya.

8. 
Pemanggilan pelamar yang diterima dan pemenuhan kelengkapan

a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima, pemberitahuannya disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan jadual kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

b. Dalam menetapkan waktu kehadiran dalam surat panggilan memperhitungkan letak geografis alamat yang dituju dan ketersediaan waktu penyelesaian administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

c. Apabila pelamar yang ditetapkan diterima tidak hadir atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

9. 
Penyampaian usul penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP)

a.
Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima dokumen untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan lengkap dan benar selanjutnya menyiapkan usulan penetapan NIP berupa :

1) 4 (empat) rangkap formulir penetapan NIP (yang disediakan BKN) yang telah diisi sesuai dengan data yang diperlukan, ditempelkan pas photo ukuran 3 x 4 cm dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi stempel/cap dinas;

2) 5 (lima) rangkap surat pengantar usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil secara kolektif yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;

3) 1 (satu) tembusan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tentang penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2004.

4) Dalam usulan tersebut dilampirkan kelengkapan :

a) 1 (satu) rangkap foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm.

c) 1 (satu) rangkap surat pernyataan yang berisi tentang :

(1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekutan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

(2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

(3) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

(4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

(5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

d) foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja.

Kelengkapan lainnya disimpan dalam tata naskah kepegawaian instansi yang bersangkutan.

10. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 

a. Setelah usul yang memenuhi syarat telah diberikan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara diterima Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, maka surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja.

b. Surat keputusan yang telah ditetapkan segera disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional dilingkungan wilayah kerjanya.

c. Pelamar yang telah menerima surat keputusan pengangakatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1 (satu) bulan setelah  diterimanya surat keputusan tersebut tidak melapor dan melaksanakan tugas, diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

d. Apabila ada yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, penyelesaiannya sebagai berikut :

1) Bagi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah mendapat NIP, tetapi belum diterbitkan/ditetapkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk dilakukan pembatalan NIP. Dalam laporan dilampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan/Kepala Desa setempat.

2) Jika hal tersebut terjadi setelah diterbitkan/ditetapkannya surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil maka dilakukan (dibuatkan) surat keputusan pemberhentian, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

11. Penugasan/Penempatan

Surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) dibuat tidak berlaku surut dari  tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

C.
PENGENDALIAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Tim Kerja Kepegawaian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) baik Pusat maupun Daerah Propinsi.

2. Pengawasan dan pengendalian tersebut, dilakukan melalui monitoring terhadap :

a. Penetapan Formasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, meliputi verifikasi (cross check) penyebaran alokasi formasi;

b. Rencana Pelaksanaan Seleksi, meliputi :

1) memantau pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2) memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir lembar jawaban, pendistribusian soal, dan pengamanannya;

c. Seleksi, meliputi ;

1) 
memantau distribusi soal dari formulir lembar jawaban dari Panitia Penyelenggara kepada pengawas ujian;

2) 
memantau penyampaian kembali jumlah lembar jawaban hasil ujian dan membandingkan dengan daftar hadir peserta ujian;

3)
memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan lembar jawaban serta pemusnahan sisa soal ujian dan soal yang telah dipergunakan.

d. Pengumuman hasil seleksi, meliputi :

1)  memantau lembar jawaban ujian dan pengamanannya;

2)  memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan lembar jawaban;

3) evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan lembar jawaban ujian dengan keputusan penetapan kelulusan peserta ujian.

e. Penetapan NIP, meliputi :

1) verifikasi kesesuaian usul permintaan NIP pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hasil kelulusan;

2) memantau penyampaian nota persetujuan penetapan NIP kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

f.    Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi pemantauan penetapan keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan penyerahannya kepada yang bersangkutan.

g. Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat, meliputi pemantauan reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan penyelesaiannya.

III. PEMBIAYAAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, baik di pusat maupun di daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat berdasarkan usulan dari masing-masing Tim Kerja Kepegawaian.

2. Pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk :

a. Tahun Anggaran 2004 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Tahun Anggaran 2005 dan seterusnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Untuk mempercepat proses penetapan NIP, apabila dipandang perlu dapat dilakukan penetapan secara terpadu yang tempat dan waktunya akan ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

V.
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum jelas yang berkaitan dengan pedoman ini dapat ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

HARDIJANTO
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